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KATAPENGANTAR

SejalandenganpelaksanaanReformasiBirokrasidanpembangunan

ZonaIntegritas(ZI)menujuWilayahBebasdariKorupsidanWilayahBirokrasi

Bersih dan Melayani di lingkungan Mahkamah Agung, Pengadilan

Negeri/PerselisihanHubunganIndustrial/TindakPidanaKorupsi/Perikanan

AmbonKelasIA berkomitmenuntukterusmenerusmelakukanperbaikan

berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik kami

sesuaidengan Peraturan MenteriPAN & RB 52 Tahun 2014 tentang

PedomanPembangunanZonaIntegritasMenujuWilayahBebasDariKorupsi

Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi

Pemerintah.BerdasarkanhaltersebutDirektoratJenderalBadanPeradilan

Umum Mahkamah Agung RItelah mencanangkan program Akreditasi

PenjaminanMutudiPengadilansepertitelahtertuang padasuratDirjen

Badilum Mahkamah Agung Republik Indoesia Nomor

136/DJU/OT01.3/1/2016 tanggal18 Januari2016 tentang Akreditasidi

lingkunganBadanPeradilanUmum makaperluupayapeningkatankualitas

pelayanan memenuhihak-hakmasyarakatdalam memperoleh pelayanan

publik.Program penjaminmututersebutdimaksudkansebagaiacuanuntuk

mengetahuitingkatkinerjamasingmasingpelayanansatuankerjainstansi

Pengadilan juga diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada

masyarakat untuk menilai secara obyektif dan periodik terhadap

perkembangan kinerja unitpelayanan publik pada Pengadilan.Tujuan

pelaksanaan kuesioneriniadalah untuk memetakan persepsipengguna

layananPengadilanNegeri/PerselisihanHubunganIndustrial/TindakPidana

Korupsi/PerikananAmbonKelasIAterkaitdenganusahapencegahandan

penanganan korupsidilingkungan Mahkamah Agung.MelaluiSurvei

PersepsiKorupsiPengadilan Negeri/Perselisihan Hubungan Industrial/

Tindak Pidana Korupsi/Perikanan Ambon Kelas IA Tahun 2020,kami

berharap dapatmemetakan potensikorupsiuntukmendorong perbaikan

layananpubliksertamembangunetoskerjalayananyangbersihdanbebas

korupsi di lingkungan Pengadilan Negeri/Perselisihan Hubungan
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Industrial/TindakPidanaKorupsi/PerikananAmbonKelasIA.
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KetuaPengadilanNegeri/HubunganIndustrial/

TindakPidanaKorupsi/PerikananAmbonKelasIA
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BABI

PENDAHULUAN

1.1. LatarBelakang

SejalandenganpelaksanaanReformasiBirokrasidanpembangunan

ZonaIntegritas(ZI)menujuWilayahBebasdariKorupsidanWilayah

BirokrasiBersih dan Melayani,Pengadilan Negeri/Perselisihan

Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi/Perikanan Ambon

berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan

berkelanjutandalam rangkameningkatkan kualitaslayananpublik.

KomitmentersebutmengacuamanahPeraturanPresidenNomor55

Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan

Pemberantasan KorupsiJangka Panjang Tahun 2012-2025 dan

JangkaMenengahTahun2012-201sertamengacukepadaPeraturan

MenteriPAN &RB52Tahun2014tentangPedomanPembangunan

Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas DariKorupsiDan Wilayah

BirokrasiBersihDanMelayaniDiLingkunganInstansiPemerintah.

Salahsatuwujudkomitmentersebutyaitudengandisusunnyaindeks

persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter

Pemerintahanyangbersihdanmelayani.

PengadilanNegeri/PerselisihanHubunganIndustrial/TindakPidana

Korupsi/Perikanan Ambon merupakan satuan kerja yang

melaksanakanperandanpenyelenggaraanfungsipelayananstrategis

sertamengelolasumberdayayangcukupbesar.

Pengadilan Negeri/Perselisihan Hubungan Industrial/TindakPidana

Korupsi/PerikananAmbonditetapkanolehPengadilanTinggiAmbon

untukmelaksanakanimplementasiZonaIntegritasmenujuwilayah

bebas darikorupsidan wilayah birokrasibersih melayani,perlu

memperoleh masukan darimasyarakatmenyangkutpelayanan di

lingkungannya.

Zona Integritas menuju wilayah bebas darikorupsidan wilayah

birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas
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penyelenggarandalam memberikanpelayanankepadamasyarakat.

IntegritasPenyelenggarapelayanan publikakandinilaidiantaranya

dapatdilihatdaripotensisuapdankemungkinanpenambahanbiaya

diluartarifresmiyangtelahditetapkan.

1.2. MaksudDanTujuan

Maksud Penyusunan Laporan HasilPelaksanaan SurveiPersepsi

Korupsipadapengadilaniniadalahsebagaireferensipengambilan

kebijakan untukmencegah korupsi,kolusidan nepotisme.Tujuan

Penyusunan Laporan HasilPelaksanaan SurveiPersepsiKorupsi

adalahtersusunnyarekomendasiterkaitkajianmenujuzonaintegritas

wilayahbebasdarikorupsidanwilayahbirokrasibersihmelayani.

1.3. LandasanHukum

a) Undang-UndangNomor28Tahun1999tentangPenyelenggaran

negarayangbersihdanbebasdarikolusi,korupsidannepotisme.

b) Undang-UndangNomor31Tahun1999joUUno20tahun2001

tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsi.

c) Undang-Undang Nomor14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

InformasiPublik.

d) Undang-UndangNomor25Tahun2009tentangPelayananPublik.

e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

ReformasiBirokrasiNomor52 Tahun 2014 tentang Pedoman

PembangunanZonaIntegritasMenujuWilayahBebasKorupsiDan

WilayahBirokrasiBersihDanMelayani.

f) Peraturan Presiden RepublikIndonesiaNomor55 Tahun 2012

tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan

KorupsiJangkaPanjangTahun2012-2025danJangkaMenengah

Tahun2012-2014.

g) Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor2 Tahun 2015

tentangRencanaPembangunanJangkaMenengahNasional2015

-2019.
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1.4. RencanaKerja

1.4.1.Persiapan

Sebelum melaksanakan surveipersepsikorupsibeberapa

persiapanyangperluperhatikanadalahsebagaiberikut:

- Penetapan Pelaksana Dilaksanakan Sendiri,surveidapat

dilaksanakansecaramandiriolehpenyelenggarapelayanan

denganSDM yangdimilikinya

- PenyiapanBahan

a. Kuesionermelaluiaplikasie-survey

b. BagiandariKuesioner/Pengantar

c. Kelengkapanperalatan.

- Penetapan Responden,Lokasidan Waktu Pengumpulan

Data

a. JumlahResponden.

b. LokasidanWaktuPengumpulanData.

- PenyusunanJadwalPenyusunanrencanadanpelaksanaan

surveidilakukan.

1.4.2.PelaksanaanPengumpulanData

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah

ditetapkandidalam kuesioner.

- Pengisian Kuesioneroleh responden yang mendapatkan

penjelasanterlebihdahuludaripetugasmelaluiaplikasie-

survey.

- Pengujiankualitasdanvaliditasdata.

- Data pendapatresponden yang terisidalam kuesioner

kemudiandikompilasidandipilahberdasarkanumur,jenis

kelamin,pendidikandanpekerjaansebagaibahandalam

analisisobyektivitasresponden.

1.4.3.MetodeSurveidilaksanakandalam intervalwaktuper6bulan

(duakalidalam satutahun).
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BABII

METODOLOGI

2.1. MetodePenelitian

PenelitianIndeksPersepsiKorupsi(IPK)inimenggunakanmetode

deskriptifkuantitatif.Penelitian deskriptifadalah penelitian yang

dilakukanuntukmengetahuinilaivariabelmandiri,baiksatuvariabel

atau lebih tanpa membuat perbandingan,atau menghubungkan

denganvariabelyanglainyangdigunakandalam penelitiantersebut.

Deskriptifkuantitatifbertujuan menjelaskan fenomena yang ada

dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan

karakteristikindividuataukelompokyangmenjadiunitanalisisdalam

penelitian.

2.2. PopulasiDanSampel

Populasidalam penelitianiniadalahmasyarakatyangmenggunakan

layanandiPengadilanNegeri/PerselisihanHubunganIndustrial/Tindak

Pidana Korupsi/Perikanan Ambon. Teknik pengambilan sampel

menggunakanteknikaccidentalsampling.Accidentalsamplingadalah

teknikpenentuansampelberdasarkankebetulan,yaitusiapasajayang

secara kebetulan bertemu dengan Tim Surveidapatdigunakan

sebagaisampel,bila dipandang orang yang kebetulan ditemuiitu

cocoksebagaisumberdata.

2.3. LokasiPenelitianDanUnitAnalisis

Lokasipenelitianadalahtempatdimanadilakukanpenelitianterutama

dalam menangkapkejadianatauperistiwayangsebenarnyaterjadi

dariobyekyangditelitiagardidapatdata-datapenelitianyangakurat,

dalam haliniyaituKantorPengadilanNegeri/PerselisihanHubungan

Industrial/Tindak Pidana Korupsi/Perikanan Ambon. Unitanalisis

adalahsesuatuyangberkaitandenganfokusmasalahyangditeliti

dalam haliniadalahprosespemberianlayanandipengadilan.



5

2.4. TeknikPengumpulanDataDanQualityControl

Datayangdipakaidalam penelitianiniadalahdataprimeryangdisi

melaluiaplikasie-surveytanpawawancaratatapmuka.Pengumpulan

datadilaksanakanpadarentangwaktusatubulanataudataminimal

100responden.Selanjutnyadatadikumpulkanolehpetugaspelaksana

yangdibekalidenganpelatihan.Kerjapetugaspelaksanaakandiawasi

olehpengawas(KetuaPengadilan).KetuaPengadilanakanmengecek

kerjapetugaspelaksanasaatberkomunikasidenganresponden,serta

sekaligusmemastikanapakahrespondenbenar-benardisurveisecara

tepatolehpetugas,danbertanggungjawabterhadaphasilperhitungan

surveiIPK.

2.5. TeknikAnalisisData

Analisisdatauntukmenentukanindekskorupsimenggunakanteknik

statistikdeskriptif.Datapersepsidiukurdenganmenggunakanskala

penilaianantara1–4.Dimananilai1merupakanskorpersepsipaling

rendah dan nilai4 merupakan skorpersepsipaling tinggidan

mencerminkankualitasbirokrasiyangbersihdanbaikdalam melayani.

Datapersepsikorupsidisajikandalam bentukskoring/angkaabsolut

agar diketahui peningkatan/penurunan indeks persepsi korupsi

masyarakatataspelayananyangdiberikandisetiaptahunnya.Teknik

analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner

dilakukandengancarasebagaiberikut:Pertama,menentukanbobot

totaldarimasing-masingindikatoryangdigunakandalam penelitianini.

Kedua,mencaribobotrata-ratasetiap indikator.Skalaindekstiap

unsurberkisarantara1–4yangkemudiandikonversikankeangka0-

100.Skala indeks persepsikorupsiantara 1 – 4 yang artinya

mendekatinilai4makapersepsikorupsimakinbaiksemakinBERSIH

DARIKORUPSI.
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2.6. Tahapanpelaksanaan

Sebelum tim melakukansurveilapangan,dilakukanbeberapatahapan

agarinstrumenyangdipergunakandapatdiaplikasikansesuairealitas

lapangan.Adapunalurpenyusunantoolsuntuksurveipersepsikorupsi

inidapatdigambarkandalam bagandibawahini:

ModelalurpenyusunansurveiIPKmenujuZonaIntegritas

Tabel1.

RuanglingkupsurveiIndeksPresepsiKorupsi

No. RuangLingkup

1. ManipulasiPeraturan

2. PenyalahgunaanJabatan

3. MenjualPengaruh

4. TransparansiBiaya

5. TransaksiRahasia

6. BiayaTambahan

7. Hadiah

8. TransparansiPembayaran

9. Percaloan

10. PerbuatanCurang

PENILAIA

N

STUDI
REFEREN

SI

PENYUSUNA

N

INSTRUMEN

PELAKSANA

AN

SURVEI

PENYUSUNA

N
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Tabel2.

NilaiPersepsi

NilaiPersepsi NilaiInterval NilaiInterval

KonversiIPK

Mutu Kinerja

1 1.00–1.75 25-43.75 1 Tidakbersihdari

korupsi

2 1.76–2.50 43.76–62.50 2 Kurangbersihdari

korupsi

3 2.51–3.25 62.51–81.25 3 Cukupbersihdari

korupsi

4 3.26–4.00 81.26–100.00 4 Bersihdarikorupsi
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BABIII

INDEKSPERSEPSIKORUPSI

3.1. Profilresponden

3.1.1. Tingkatpendidikanresponden

Darihasilsurveiyangtelahdilakukanmemperolehgambaran

bahwa darilatarbelakang pendidikan,pengakses layanan

pada Pengadilan Negeri/Perselisihan Hubungan

Industrial/TindakPidanaKorupsi/PerikananAmbonmayoritas

(67,92%)memilikilatarbelakangpendidikanSarjana.

Tabel3.

Tingkatpendidikanresponden

No Klasifikasi Frekuensi Prosentase

1

2

3

4

5

SLTA

SMP

Diploma

Sarjana

PascaSarjana

13

1

6

72

14

12,26

0,94

5,66

67,92

13,20

Jumlah 106 100
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3.1.2. Pekerjaanresponden

Darisisijenis pekerjaan responden,menunjukkan bahwa

sebesar58% respondenpenggunalayananpadaPengadilan

Negeri/Perselisihan Hubungan Industrial/Tindak Pidana

Korupsi/PerikananAmbonmemilihopsipekerjaanLain-lain,

yang dapat dijelaskan bahwa mereka adalah Advokat/

Pengacara.

Tabel4.

Pekerjaanresponden

No Klasifikasi Frekuensi Prosentase

1

2

3

4

5

PNS

POLRI/TNI

Wiraswasta/Usahawan

PegawaiSwasta

Lain-lain

13

6

9

10

68

12,26

5,66

8,49

9,43

64,15

Jumlah 106 100

3.1.3. Domisiliresponden

Daridata yang terkumpulselama surveiadalah data dari

respondenyangberdomisilidiKotaAmbon.
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3.1.4. Kelompokusiaresponden

Jika melihat responden pengguna layanan Pengadilan

Negeri/Perselisihan Hubungan Industrial/Tindak Pidana

Korupsi/Perikanan Ambon berdasarkan kelompok usia,

menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada

dalam kelompokusia produktifyaitu pada usia antara 31

tahuns/d50tahun.Bagikelompokusiadiatas50tahun,

jumlahrespondensemakinmengecil.

Tabel5.

Usiaresponden

No Klasifikasi Frekuensi Prosentase

1

2

3

17Tahuns/d30Tahun

31Tahuns/d50Tahun

51Tahuns/d90Tahun

30

71

5

28,30

66,98

4,71

Jumlah 106 100

SumberData:HasilPenelitianlapanganyangdiolah

3.2. IndeksPersepsiKorupsiPerIndikator

3.2.1. IndikatorManipulasiPeraturan

Denganpertanyaan”Apakahpelayananolehpetugassesuai

dengan prosedurdan ketentuan dan tidakdipersulituntuk
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maksudtertentu”,makadariskala1sampai4,hasilpersepsi

responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini

menunjukkan hasilpada index 2,53 yang dapatdiartikan

bahwa kinerja Pengadilan Negeri/Perselisihan Hubungan

Industrial/Tindak Pidana Korupsi/Perikanan Ambon adalah

CukupBersihDariKorupsi.

3.2.2. IndikatorPenyalahgunaanJabatan

Dengan pertanyaan ”Apakah dalam memperoleh layanan

Pengadilansecaracepatdanmudahselaludiberikantanpa

adapenawarandaripetugasuntukmemintaimbalantertentu”,

makadariskala1sampai4,hasilpersepsirespondenpada

indikatorPenyalahgunaanJabataninimenunjukkanhasilpada

index2,68 yang dapatdiartikan bahwa kinerja Pengadilan

Negeri /Perselisihan Hubungan Industrial/Tindak Pidana

Korupsi/PerikananAmbonCukupBersihDariKorupsi.

3.2.3. IndikatorMenjualPengaruh

Dari pertanyaan ”Pernahkah dihubungi oleh seseorang

(karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam

pengurusansurat/berkasperkara”,makadariskala1sampai

4,hasilpersepsirespondenpadaindikatorMenjualPengaruh

inimenunjukkanhasilpadaindex3,90yangdapatdiartikan

bahwa kinerja Pengadilan Negeri/Perselisihan Hubungan

Industrial/Tindak Pidana Korupsi/Perikanan Ambon Bersih

DariKorupsi.

3.2.4. IndikatorTransaksiBiaya

Dengan pertanyaan ”Apakah selalu mudah dalam

mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui

websiteataupunpetugaslayanan”,makadariskala1sampai

4,hasilpersepsirespondenpadaindikatorTransaksiBiayaini

menunjukkan hasilpada index 3,71 yang dapatdiartikan
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bahwa kinerja Pengadilan Negeri/Perselisihan Hubungan

Industrial/Tindak Pidana Korupsi/Perikanan Ambon Bersih

DariKorupsi.

3.2.5. IndikatorBiayaTambahan

Dengan pertanyaan ”Apakah selalu membayarsesuaitarif

resmitanpaadabiayatambahan”,makadariskala1sampai4,

hasilpersepsirespondenpadaindikatorBiayaTambahanini

menunjukkan hasilpada index 3,42 yang dapatdiartikan

bahwa kinerja Pengadilan Negeri/Perselisihan Hubungan

Industrial/Tindak Pidana Korupsi/Perikanan Ambon Bersih

DariKorupsi

3.2.6. IndikatorHadiah

Dari pertanyaan ”Memberikan tanda terima kasih atas

pelayananyangditerima(mekipuntidakdiminta)”,makadari

skala1sampai4,hasilpersepsirespondenpadaindikator

Hadiahinimenunjukkanhasilpadaindex3,81 yang dapat

diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri/Perselisihan

HubunganIndustrial/TindakPidanaKorupsi/PerikananAmbon

Bersihdarikorupsi.

3.2.7. IndikatorTransparansiBiaya

Dari pertanyaan ”Menerima bukti transaksi

keuangan/pembayaranyangsahsetelahprosespembayaran

selesai”,makadariskala1sampai4,hasilpersepsiresponden

padaindikatorTransparansiBiayainimenunjukkanhasilpada

indeks3,73yangdapatdiartikanbahwakinerjaPengadilan

Negeri /Perselisihan Hubungan Industrial/Tindak Pidana

Korupsi/PerikananAmbonBersihDariKorupsi.
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3.2.8. IndikatorPercaloan

Terhadap pertanyaan ”Pernah mengetahui ada praktek

percaloandalam pengurusanlayanandiPengadilan”,maka

dariskala1sampai4,hasilpersepsirespondenpadaindikator

Percaloaninimenunjukkanhasilpadaindex3,99yangdapat

diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri/Perselisihan

HubunganIndustrial/TindakPidanaKorupsi/PerikananAmbon

BersihDariKorupsi.

3.2.9. IndikatorPerbuatanCurang

Untukpertanyaan”Pernahmelihatdan/ataumendengarmasih

terjadipraktekKKNdiPengadian”,makadariskala1sampai4,

hasilpersepsirespondenpadaindikatorPerbuatanCurangini

menunjukkan hasilpada index 3,92 yang dapatdiartikan

bahwa kinerja Pengadilan Negeri/Perselisihan Hubungan

Industrial/Tindak Pidana Korupsi/Perikanan Ambon Bersih

DariKorupsi.

3.2.10.IndikatorTransaksiRahasia

Terhadap pertanyaan ”Pernah mengurus perkara melalui

Hakim/Panitera/Staffpengadilan diluarpengadilan”,maka

dariskala1sampai4,hasilpersepsirespondenpadaindikator

TransaksiRahasiainimenunjukkanhasilpadaindex3,93yang

dapatdiartikanbahwakinerjaPengadilanNegeri/Perselisihan

HubunganIndustrial/TindakPidanaKorupsi/PerikananAmbon

BersihDariKorupsi.

3.3. IndeksPersepsiKorupsiSatuanKerja

Dariindeks 10 indikatortersebutdiatas,maka diperoleh Indeks

Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri /Perselisihan Hubungan

Industrial/TindakPidanaKorupsi/PerikananAmbonsebesar3,56
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id NamaUnsur TotalNilai

perunsur

NilaiRata-rata

perunsur

NilaiRata–rata

Tertimbang

Q1 ManipulasiPeraturan 268 2,53 0,25

Q2 PenyalahgunaanJabatan 284 2,68 0,27

Q3 MenjualPengaruh 413 3,90 0,39

Q4 TransaksiBiaya 393 3,71 0,37

Q5 BiayaTambahan 363 3,42 0,34

Q6 Hadiah 404 3,81 0,38

Q7 TransparansiBiaya 395 3,73 0,37

Q8 Percaloan 423 3,99 0,40

Q9 PerbuatanCurang 415 3,92 0,39

Q10 TransaksiRahasia 417 3,93 0,39

JumlahskorNRRTertimbang 3,56

IPK 3,56x25=89

Indeks3,56tersebutjikadikonversikankedalam tabelpersepsidi

bawahini,makaskorindekstersebutmasukpadapersepsikinerjaunit

pelayananBERSIHDARIKORUPSI.DanNilaiIntervalKonversiIndeks

PersepsiKorupsiberadapada89.

Tabel6.

NilaiPersepsiPengadilanNegeri/PHI/Tipikor/PerikananAmbon

Nilai

Persepsi

NilaiInterval NilaiInterval

KonversiIPK

Mutu Kinerja

1 1.00–1.75 25-43.75 1 Tidakbersihdari

korupsi

2 1.76–2.50 43.76–62.50 2 Kurangbersihdari

korupsi

3 2.51–3.25 62.51–81.25 3 CukupBersihDari

Korupsi

4 3.26–4.00 81.26–100.00 4 Bersihdarikorupsi
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Daripaparansemuaindikatordiatas,terlepasdarihasilkinerjayang

dicapaiyangberadapadatataran”bersihdarikorupsi”,namunterlihat

ada2indikatoryangjustruberadapadakinerja”CukupBersihDari

Korupsi”, yaitu indikator Manipulasi Peraturan, dan indikator

PenyalahgunaanJabatan.Sehinggaterhadapindikatoriniperluada

perbaikan darisemua elemen yang ada diPengadilan Negeri

/PerselisihanHubunganIndustrial/TindakPidanaKorupsi/Perikanan

AmbonKelasIA.

3.4. PersepsirespondenterhadapkualitaspelayananpadaPengadilan

Negeri /Perselisihan Hubungan Industrial/ Tindak Pidana

Korupsi/PerikananAmbon

SelainmemberikanoutputskorIndeksPersepiKorupsi,surveiyang

dilakukaninijugauntukmenjaringmasukandarirespondensebagai

feedbackberkaitandenganupayautukmeningkatkanpelayanandan

meminimalisircelah korupsipada Pengadilan Negeri/Perselisihan

HubunganIndustrial/TindakPidanaKorupsi/PerikananAmbonKelas

IA.



16

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan oleh

PengadilanNegeri/PerselisihanHubunganIndustrial/TindakPidana

Korupsi/Perikanan Ambon diketahui bahwa Pengadilan Negeri

/PerselisihanHubunganIndustrial/TindakPidanaKorupsi/Perikanan

AmbonmemilikiIndeksPersepsiKorupsisebesar3,56ataumasuk

padakategoribersihdarikorupsi.

Hasilinidiperolehdariakumulasiterhadap10indikatoryaitu

1.IndikatormanipulasiPeraturandenganindekssebesar2,53

2.IndikatorPenyalahgunaanJabatandenganindekssebesar2,68

3.IndikatorMenjualPengaruhdenganindekssebesar3,90

4.IndikatorTransaksiBiayadenganindekssebesar3,71

5.IndikatorBiayaTambahandenganindekssebesar3,42

6.IndikatorHadiahdenganindekssebesar3,81

7.IndikatorTransparansiBiayadenganindekssebesar3,73

8.IndikatorPercaloandenganindekssebesar3,99

9.IndikatorPerbuatanCurangdenganindekssebesar3,92

10.IndikatorTransaksirahasiadenganindekssebesar3,93

4.2. Rekomendasi

Merujukpadahasilindekspersepsipadasetiapindikatorterhadap

pelayanandiPengadilanNegeri/PerselisihanHubunganIndustrial/

TindakPidanaKorupsi/PerikananAmbonperiodeJulis.dDesember

tahun2020,menunjukanbahwamayoritasindikatormemilikiindeksdi

atas3,50atauberadapadakinerjabersihdarikorupsi.

Namunterlihatada2indikatoryangjustrumemilikiindeksdibawah

3,50 atau berada pada kinerja ”Cukup Bersih DariKorupsi”,yaitu

indikatorManipulasiPeraturan,danindikatorPenyalahgunaanJabatan.

Sehinggaterhadapke2indikatoriniperludilakukanevaluasi.
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